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PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR ! TAHUN 2016

TENTANG

PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

bahwa unluk melaksanakan Ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindunean Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan, perlu membentuk Peraturan
Dacrah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjuian;

L.

b

[

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar DPokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1960 Nemor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2013);

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 76
Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomaor 3209);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan
Lemburan Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

Undang Undang Nomor 12 Tahun 1992 t(cnlang Sistem
Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indoncsia
Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomaor 3478);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 (entang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Tndonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor 4421);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 lentang Penstaan
KRuang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomwr 68, Tumbahan Lembaran Negara Republik Indomesia
Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan
dan Perlindungan Lingkungan Hidup [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S059):
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Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan
Lahan Pertanian Pangan DBerkclanjulan (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tamhbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor S068);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentikan
Peraluran Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indoncsia Tahun 2011 Nomor 82, Tumbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan
Tanah Bagi Pembangunan Unluk Kepentingann Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor
5280);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 itecntang Pangan
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
n360);

Undang-Undang Nomor 19  Tahun 2013 lentang
Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan
lLembaran Negara Republik Indonesia Nomeor 5433);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tenlang Pemerintahan
Daerah (Lemburan Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587, sebagaimana tclah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 [Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Normor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tenlang
Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana
ILembaran Negara Republik Indoncsia Nomor 36 Tahun 1983,
lambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomeor
3258);

Peraturan Pemerinlah Nomor 68 Tahun 2002 tentang
Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Namor 4254;

Peraluran Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indoncsia
Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4385);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan DPemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomor 165
Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Repuhlik Indonesia
Nomor 45493);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang lrigasi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4624);
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Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
[ndonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

Peraturan Pemecrintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Penetapan dan Ahh  Fungsi Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5185);

Peraturan Pemerinlah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif
Perlindungan  Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19,

Tambahan Lcembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5279):

Peraturan Pemcrintah Nomaor 25 Tahun 2012 tentang Sislem
Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 46, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang
Pembiayaan  Perlindungan Lahan  Pertanian  Pangan
Berkelanjutan (LP2B) (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor H288);
Peraturan Menicri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
lentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Berita Negarta
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Dacrah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2013
ientang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
(Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2013 Nomor 17,
Tambahan Lembaran Dacrah Provinsi Lampung Nomor 398);

Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 01 Tahun 2012 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro 2011 - 2031
(Lembaran Dacrah Knta Metro Tahun 2012 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Dacrah Kola Metro Nomor 298);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO

dan

WALIKOTA METRO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FPERLINDUNGAN LAHAN
PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN.



BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Ducrah ini yvang dimaksud dengan :
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Daerah adalah Kola Metro.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Metro.
Walilcota adalat: Walikota Metro.,

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah
DPRD kKota Metro.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnva disingkat SKPD adalah
organisasi pada pemecrinlah daerah vang bertanggung jawab terhadap
pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang pertanian di Kota Metro.,

Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat vang
harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk
kemakmuran rakyat.

lLahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan
fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor vang mempengaruhi
penggunaannya scperll idim, relief, aspek geologl, dan hidrologi yang terbentuk
secara alami maupun akibat pengaruh manusia.

Lahan Pertanizn adalah bidang lahan yang digunukan untuk usaha pertanian.

Lahan Pertanian Pangan Berkclanjutan selanjutnya disingkat LP2B adalah
bidang lahan perfanian yang dilelapkan untuk dilindung dan dikembangkan
secara konsistcn guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian,
ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkclanjuran selanjutnva disingkat
PLP2B adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan,
mengembangkan, memanfaatkan dan memhina, mengendalikan, dan
mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannyva sccara berkelanjutan,

Kawasan Khusus PLP2B adalah luasan area lerleniu yang disediakan dan
dilungsikan untuk memberikan perlindungan khusus sesuai hasil penelitian
tcknis tertentu.

Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertunian
termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan
schagai tempal permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemcrintahan,
pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budi daya pertanian

lerulama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan lahan pertanian
pangan berkelanjutan dan/atau hamparan lahan cadangan pertanian pangan
berkelanjutan  serta unsur penunjangnyva dengan fungsi utama  untuk
mendukung kemandirian, kelahanan, dan kedaulatan pangan nasional,

Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola lahan dan
agrockosistem dengan bantuan tcknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen
untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.

Pangan Pokok adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, baik
nabati maupun hcwani, yang diperuntukan scbagai makanan utama bagi
komsumsi manusia.

Kemandirian Pangan adalah kemampuan produksi pangan dalam negeri yang
didukung kelembagaan lkctahanan pangan yang mampu menjamin pemenithan
kebutuhan pangan yang cukup ditingkat rumah tangga, baik dalam jumlah,
mulu, kcumanan, maupun harga yang lerjangkau, vang didukung oleh sumber
pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal.
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Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bapgi rumah tangea
yang fcreermin dan tersedianya pangan wvang cukup, baik jumlah maupun
mutunya, amar, merata, dan terjangkaul.

Kedaulalan Pangan adalah hak negara dan bangsa vang sccara mandiri dapat
menentukan kebijakan pangannya, yang menjamin hak alas pangan hagi
rakyatnya, serra memberikan hak bagi masyarakatnya untuk menentukan
sistem pertanian pangan vang sesuai dengan polensi sumber dava lokal.

Pelami Pangan, yang selanjutnya dischut Petani, adalah sctiap warga negara
Indonesia beserta keluarganya yang mengusahakan lahan untuk komoditas
pangan pokok di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pemberdayaan adalah segala usaha dan kegiatan yang dilakukan unruk
menjamin keamanan, kelertiban, ketaatan, pemeliharaan, kesinambungan dan
keberuntungan.

Sellap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, atau korporasi, baik
yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.

Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah perubahan fungsi
Lahan Perlanian Pangan Berkclanjutan menjadi bukan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjulan baik secara tetap maupun sementara.

Pengendalian Alih Fungsi Lahan Beririgasi adalah kegialan untuk mencegah
terjadinya alih fungsi lahan beririgasi yang dapat mempengaruhi kelesiarian
fungsi lahan.

Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk
menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa,
irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambalk.

Lahan Kering (non irigasi] adalah lahan yang tidak memperoleh pengairan dari
sistem irigasi telapi tergantung pada air alam seperti: air hujan, pasang
surutnya air sungai/laul, dan air rembesan.

Tanah Telantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa hak
milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan, atau
dasar penguasaan alas lanah vang tidak diusahakan, tdak dipergunakan, atau
tidak dimanfaatkan scsuai dengan kcadaannya atau sifat dan tujuan pemberian
halk atau dasar penguasaannya.

BAEB II
ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGEUP

Pasal 2

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di daerah disclenggarakan
berdasarkan asas :

d.

ol RS -

!—u

Manfaat.

Keberlanjuian dan konsisten:

Keterpaduan;

Keterbukaan dan alkuntabilitas:
Kebersamaan dan gotong-royong;
Partisipatif;

Keadilan;

Keserasian, keselarasan, dan kescimbangan;

Keclestarian lingkungan dan kearifan lokal;



Desentralisasi;
Tanggung jawab;

Kerageman; dan

. Sosial dan budaya.

Pasal 3

Perlindungan Lahan Perlanian Pangan Berkelanjutan di Daerah diselenggarakan
dengan tujuan

&,

by

¢
d
c
f.
£
h

Mclindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjularn;

Menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;

;. Mewwudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
. Melindung kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani;

. Meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakald;

Meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan pelani;

Meningkatkan pecnyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layalk;

. Mempertahankan keseimbangan ekologis; dan

Mewujudkan revitalisasi pertanian.

Pasal 4

Ruang lingkup PLP2R meliputi

L.

S

S

(1)
(4)

(3)

Perencanaan dan penelapan;
Pengembangan;
Pemanfaatan;

Pembinaan:

Pengendalian;

Pengawasan,

Perlindungan dan pemberdayaan pelani;

. Pembiayvaan; dan

Peran serta masyarakat

BAR III
PERENCANAAN DAN PENETAPAN

Bagian Kesatu
Perencanaan

Paragraf 1
Umum

Paszal 5

Pemerintah Kota merencanakan PLP2E.

Perencanaan PLIZB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilalkukan terhadap
lahan periaman pangan.

Perencanaan PLP2B schagaimana dimaksud pada ayal (2), dilakukan terhadap
kawasan pertanian lahan basah dan kawasan pertanian lahan kering.



(4)

(3)

(1)
(2)

Percncanaan PLI2B sebagaimana dimaksud pada ayal (1) meliputi :
a. Kebyakan;

Slralegl;

Program;

Rencana pembiavaan; dan

o oppe T

Evaluasi.

Perencanaan PLPP2B sebagaimana dimaksud pada ayal (2) meliputi :

a. Perencanaan jangka panjang untuk waktu 20 (sepuluh) tatiun;

b. Perencanaan jangka menengah untuk waktu 5 (lima) tahun; dan

¢. Perencanaan jangka pendek untuk jangka waktu 1 (sam) tahun.
Perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek PLP2B

schagaimana dimaksud pada ayat (6) disesuaikan dengan RPJPD, RPJMD, dan
REKFD.

Paragraf 2
Penyusunan Perencanaan

Pasal 6

Pemerintah Kola melalui SKPD terkait menyvusun perencanaan PLP2B.

Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1] dilaksanakan
meclalul tahap-tahap :

z. Inventarisasi dan pembaharuan data;

b. Koordinasi dengan instansi terkait; dan

c. Menampung aspirasi masyarakat.

Penyusunan  percncanaan  scbagaimana  dimaksud pada avat (2
memperhatikan :

a. Kondisi sosial dan/atau ekonomi petani;

b. Kesediaan petani untuk dijadikan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
dan

c. RTRW Kota.

Dalam menyusun perencanaan schbagaimana dimaksud pada ayat (1] SKPD
dibantu oleh Tun PLP2B.

Tim sebagaimana dimaksud pada avat (4) dilctapkan dengan Kepulusan
Walikota.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, lala kerja dan fungsi tim sebagaimana
dirnaksud pada ayal (35) diatur dengan Peraturan Walikota,

Paragraf 3
Pengusulan Rencana

Pasal 7
SKFD mengusulkan rencana PLPZB kepada Bappeda.

Usulan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam
forum musyawarah rencana pembangunan dacrah.
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Usulan reneana schagaimana dimaksud pada ayat (2) hauus mmemual ;
4. Lokasi dan jumlah luas lahan pertanian pangan berkelanjutan;

b. Program dan kegiatan vang akan dilaksanakan:
c. Upaya mempertahankan lahan pertanian pangan berkelanjulan;
d. Target dan sasaran yang akan dicapai; dan

. Pembiayaan.

Bagian Kedua
Penetapan

Pasal 8
Luas PLP2B ditetapkan seluas 1.5367,5 Ha.

Rincian lebith lanjut luasan PLP2E sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diletapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV
PENGEMEBANGAN

Pasal 9
Pemerintah Dacrah melakukan pengembangan terhadap PLP2B  melalui
optimasi lahan pangan.
Optimasi lahan PLP2DB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. Intengifikasi; dan

b. Diversifikasi.

Pasal 10

Intensifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) hurul &, dengan cara -

b.

2.

Peningkatan kesuburan tanah melalui pemupukan organik;
Feningkatan kualitas benih dan/atau bibit melalui :
1) Penyediaan bibit unggul/benih unggul;

2) Penumbuhan kelompok;

3} Penyediaan kebun induk;

4} Pengembangan seed cernire (pusat perbenihan);
Pencegahan, penanggulangan hama dan penyakit;
Pengembangan irigasi;

Pengembangan inovasi pertanian melalui :

1) Pengembangan wisata pertanian;

2) Mecmanfaatan teknologl pertanian,

Penyuluhan pertanian; dan/atau

Jarmmnan akses permodalan.

Pasal 11

Diversifikasi lahan pertanian pangan sebapaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2)
huraf b, dengan cara -

a.
.

Peola tanam; dan/atau

Tumpang sari.



(1)

(2)

(3)

BAB V
PEMANFAATAN

Pasal 12

Setiap orang yang memiliki hak alas lahan/pemilik lahan pertanian pangan
berkelanjulan berkcwajiban memanfaatkan lahan untulk kepentingan perlanian
pangar.

Pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud pada ayal (1) dilakukan dengan :

a. Menanam lanaman pertanian pangan scmusim pada lahan beririgasi dan
lahan tadah hujan;

b. Membudidayakan perikanan air deras pada lahan pangan/pecrikanan air
lkkolam;

¢. Membudidayakan pelernakan pada lahan kering; dan/atau

d. Membudidayakan tanaman perkebunan pada lahan kering.

Pasal 13

Pemerintah dacrah bersama-sama masyarakat menjaga konservasi lahan dan
air.

Konservasi lahan dan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan :

a. Metode fisik dengan pengolahan tanah;

b. Metode vegetalil dengan memanfaatkan tanaman untuk mengurangi crosi
dan meningkatkan penvimpanan gir; dan

¢. Melode kimia dengan memanfaatkan bahan kimia untuk mengawetkan
tanah dan meningkalkan penyimpanan air.

BAB VI
PEMBINAAN

Pasal 14
Pemerintah daerah berkewajiban melakukan pembinaan kepada setiap orang
vang terkait dengan pemanfaatan lahan pertanian pangan berkelanjutan,
Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. Koordinasi;
b. Sosialisasi;
¢. Bunbingan, supervisi, dan konsultasi;
d. Pendidikan, pelaltihan, dan penyuluhan;

¢ Penyeharluagsan informasi lkawagsan pertanian berlkelaniutan dan lahan
pertanian pangan berkelanjutan; dan/atau

[, Peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan schagaimana dimaksud pada ayat
(2) diatur dengan Peraturan Walikoia.



BAB VII
PENGENDALIAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 15
(1) Pengendalian Tahan Pertaniun Pangan Berkelanjutan dilakukan secara
lerkoordinasi nleh Pemerintah Daerah.

(2) Koordinasi pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
Walikota melalui SKPD.
Pasal 16

Pengendahan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15 avat (1) melalui :

#4. Pcmbenian insentif, dan/alau
b. Disinscntil;

. Mekanisme perizinan;

d. Proteksi (perubahany);

e. Pengendalian alih fungsi.

Bagian Kecdua
Insentif

Pasal 17

{1) Insentif scbagaimana dimaksud dalam Pasal 16 hurul o diberikan kepada
pemilik lahan, petani penggarap, dan/atau kelompok tani berupa :

a. Keringanan Pajak Bumi dan Bangunan;
b. Pengembangan infrastruktur pertanian;

Pemanfaalan hasil penclitian dan pengembangan benih dan bibit unggul;
- Kemudahan dalam mengakses informasi dan {eknologi:

Fasilitasi sarana dan prasarana produksi pertanian: dan/atay

S A T

Penghargaun bagi petani berprestasi.

(2] Dalam hal pemberian keringanan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huraf a, dilakukan melalui rekomendasi Pemerintah

Daerah.
Pasal 18
(1) Pemberian insentif schagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a diberikan
dengan mempertimbangkan :

a. Jenis Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
b. Kesuburan tanah;
¢. Luas lahan;
d. Irigasi;
¢. Tingkat fragmentasi laliaun;
Produktivitas usaha tani;
. Lokasi;



(1)

(<]

(1)

(2)

h. Kolcktivitas usaha pertanian; dan/atau

i. Praktik usaha tani ramah lingkungan.
Keteniuan lebih lanjut mengenal pemberian insentif sebagaimana dimaksud
pada avat (1) diatur dalam Peraturan Walikola.

Bagian Ketiga
Pengendalian Alih Fungsi

Paragraf 1
Pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
Pasal 19

Pemerintah Daerah melindungi luasan lahan perlanian pangan berkelanjutan
yvang iclah ditetapkan.

Luasan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang ditetapkan sebaguaimana
dimaksud pada ayat (1) dilarang dialihfungsikan.

Larangan alih fungsi lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan
lethadap  pengalihfungsiun  lahan  pertanian  pangan  berkelanjutan olch
Pemerintah Daerah dalam rangka -

a. Pengadaan lanah untuk kepentingan umum; atau
b. Bencana alam.
Terhadap alih fungsi lahan pertanian pangan berkclanjutan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3), pihak wyang mengalihfungsikan Pemerintah
Daerah/Provinsi berkewajiban mengganti luas luban yang dialihfungsikan.

Pasal 20

Pengadaan lanah unluk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19 ayat (3) huruf a, antara lain meliputi :

a. Pengembangan jalan umum;

g

Pembangunan waduk;

Bendungan;

Pembangunan jaringan irigasi;

Meningkatkan saluran penyelenggaraan air minam/bersih;
Drainasc dan sanitasi:

Bangunan pengairar;

e 0 g

Pelabuihan;

=t

Pengembangan terminal;

J. Fasilitas keselamatan urnum;

k. Cagar alam; dan/atau

1. Pembangkit dan jaringan listrik.

m. Stasiun dan jalan kereta api.

Alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk kepentingan umum
sebagaimana dimaksud pada ayal (1) juga dapat dilakukan untuk pengadaan
tanah guna kepentingan wiumn lainnya yang ditentukan olch undang-undang

dan dimuat dalam rencana pembangunan daerah sesuai dengan RTRW Kota
dan RDTR Kota.



(3) Pengalihfungsian lahan pertanian pangan  berkelanjutan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2] dilakukan dcngan mengganti luasan lahan
porlanian pangan berkelanjutan yvang akan dialihfungsikan.

(4) Penggantian luasan lahan pertanian pangan berkelanjutan scbagaimans
dimaksud pada ayat (3) disediakan oleh pemohon alih fungsi.

Pasal 21

Beneana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf b ditclapkan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Alih fungsi lahan pertaman pangan berkelanjutan yvang disebabkan olch bencana
alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3} huruf b, Pemcrintah Daerah
berkewajiban melakukan :

a. Pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
b. Penyediaan lahan pengganti lahan pertanian pangan berkelanjutan paling lama

24 (dua puluh empal} bulan setelah alih fungsi dilakukan sesual dengan
peraturan perundang-undangar.

Pasal 23

Lahan penggantl sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b diperoleh dari
perlanian pangan berkclanjutan dengan luasan lahan yang sama, kritenia
kesesuaian lahan, dan dalam kondisi siap tanam.

Paragraf 2
Persyaratan Pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 24

(1) Pengadaan tanah untuk kepenlingan umum vang mengakibatkan
beralihfungsinya lahan pertanian pangan berkelanjulan harus memenuhi
persyaratan :

a. Mermniliki kajian kelayakan sirategis;

b. Memmuinyai rencana alih fungsi lahan;

¢. Pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
d

. Ketersediaan lahan pengganti  lerthadap Lahan  Pertanian  Pangan
Berkelanjutan vang dialihfungsikan.

(£} EKelenluan letnh lanjut mengenai persyaratan  pengadaan lanah untuk
kepentingan wmam  sebagaimana  dimaksud pada ayal (1) diatur dalam
Peraturan Walikota.

Paragraf 3
Tata Cara Pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 25
(1) Pengalihfungsian lahan pertanian pangan berkelanjutan dinsulkan oleh pihak
yvang mengalihfungsikan kepada Walikola lerhadap lashan pertanian pangan
berkelanjutan disertal rckomendasi dari Tim PLP2B.

(£} EKetentuan lebibh lanjut mengenai tata cara alih lungsi lahan pertanian pangan
berkelanjutan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.
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BAB VIII
PENGAWASAN

Pasal 26
(1) SKPD melakukun pengawasan terhadap pelaksanaan PLP2L.

(2) Pengawasan lahan perlanian pangan berkelanjutan schagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan terhadap :

a. Perencanaan dan penelapan lahan pertanian pangan berkelan jutan;
b. Pengembeangan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
c. Pemanlaatan lahan pertanian pangan berkelanjutan:
d. Pembinaan lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
€. Pengendalian lahan pertanian pangan berkclanjutan.
(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
a. Laporan;
b. Pemantauan; dan

c. evaluasi.

Pasal 27

(1) SKPD berkewajiban menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 26 ayvat (3) huruf a, kepada Walikota paling secdikit satu kali dalam satu
tahun.

(2} Laporan sebagaimana dimaksud pada ayai (1) merupaksn bahan laporan
Walilcota kepada DIPRD.

Pasal 28

Evaluasi sebagaitmuna dimaksud dalam Pasal 26 ayal (3) huruf b, dilakukan
terhadap pelaksanaan PLP2D.

- Pasal 29

Kelentuan lebih lanjut mengenai lata cara pelaporan dan evaluasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

Pasal 30

Pemerintah dacrah berkewajiban melindungi dan memberdayakan petani vang
lahannya ditetapkan sebagai Lahan PLPZE.

Paszal 31

Perlindungan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 30 berupa pemberian jaminan -
1. Memperoleh sarana dan prasarana produksi;

b. Pemasaran hasil pertanian pokok;

c. Pengutamaan hasil pangan lokal untuk memenuhi kebuiuhan pangan daerah
dan mendukung pangan nasional;



Pasal 32
Pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 meliputi
4. Penguatan kelembagaan petani,
b. Penyuhihan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia;
¢. Pemberian fasilitas sumber pembiayaan/ permodalan: dan
d

. Pemberian [asililas untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan
informasi.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 33

Pemnbiayaan PLP2BE dapat bersumber dari :
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Kabupaten /Kota;

b. Anggaran Pendapalan dan Belanja Daerah Provinsi;
c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan

d. Sumber pendapatan lain yang sah.

BABR X
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 34
(1) Masyarakat berperan serfa dalam perlindungan kawasan dan lahan pertanian
pangan berkelanjutan.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
secara perorangan dan/aiau berkelompok.

(3) Peran serta schagaimana dimaksud pada ayal (1) dilakukan dalam tahapan :
a. Perencanaan:
b. Pengembangan;
¢. Penclitian;
d. Pengawasan;
e. Pemberdayaan pelani; dan/atau

f. Pembiayaan.

Pasal 35

Peran serta masyarakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayai (3), dilakukan
melalui :

a. Pemberian usulan porencanaan, langgapan, dan saran perbaikan;

b. Pelaksanaan kegiatan intensifikasi dan  ekstensifikasi  lahan dalam
pengembangan lahan pcrtanian pangan berkelanjutan;

c. Penelitian;
d. Pelaporan terhadap pemanfaalan PLP2R;
e. Perlindungan dan pemberdayaan pctani;

f. Pembiayaan dalam pengembangan lahan pertanian pangan berkelanjutan.



Pasal 36

Dalam hal perlindungan lahan pertanian pangan berkclanjutan, masyarakat
berhal:

a. Mengajukan kcberatan kepada pcjabal berwenang terhadap pembangunan yang
tidak sesuai dengan rencana lahan pertanian pangan berkelanjutan  di
wilayahnya; dan

b. Mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang
fidak sesuai dengan rencana lahan pertanian pangan berkelanjiitan.

BAB XII
PENYIDIKAN

Pasal 37

(1) Sclain penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia penyidikan afas
pelanggaran dalam Peraturan Daerah dapat dilaksanakan oleh PPNS.

(2} PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pcjabat Pegawai Negeri Sipil
tertentu di lingkungan pemerintah dacrah vang diangkat oleh pejabat yang
berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undargzur.

(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
a. Mencrima, mencari, mengumpulkan, dan mencliti keterangan atau laporan
berkenaan dengan tindak pidana agar kelerangan atau laporan tersebut
menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. Meneliti, meneari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang prihadi
atau badan tentang kebenaran perbustan yang dilakukan;

¢. Meminta keterangan dan behan bukli dari orang pribadi atau badan:

d. Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain;

¢. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembulkuan,
pencalalan, dan dokumen lain serta melakulkan penvilaan terhadap bahan
bukti terschul;

f. Mcminta bantuan tenaga ahli dalum rangka pelaksanaan tugas penyidikan
tindak pidans;

g Menyuruh berhenti dun/atau mclarang scseorang meninggalkan ruangan
atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas orang, benda, dan/atau dokumen yvang dibawa;

h. Memotret scseorang yang berkailan dengan tindak pidana;

1. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa schagai
tersangka atau saksi;

i. Mcnghentikan penyidikan : dan /atan

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan lindak

pidana di bidang perianian scsuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum
melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, scsuai dengan ketentuan
yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.



(1)

(2)

&

BAB XIII
LARANGAN

Pasal 38
Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat merubah peruntukan
PLP2B vang lelah ditetapkan.

Seliap pejabat pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang berwenang
dilarang menerbitkan izin pengalibfungsiun Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan yang bertentangan dengan kelentuan Peraturan Daerah mi.

EAB XIV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 39

Setiap orang yang melanggar ketentuan, kewajiban, dan/atau larangan
schugaimana  dimaksud dalam  Peraluran Daerah  ini  dikenal sanksi
administratil.

Sanksi adminisiratif sebagaimana dimaksud pada syat (1) berupa :
a. Peringatan tertulis;

b. Penghentian sementara kegiatan,

<. Penutupan lokasi;

fl. Pencabutan izin;

¢. Pembatalan izin;

f. Pembongkaran bangunan;

g. Pecmulihan fungsi lahan;

h. Pencabutan insentif; dan/atau

i.Denda administratif.

Ketentuan mengenal tata cara pengenaan sanksi administratif dan besarnya

denda adminisiratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan
Peraturan Walikota.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Paszal 40

Seuap orang dan badan hukum vang melanggar ketentuan larangan schagaimana
dimaksud dalam Pasal 38 diancam dengan pidana sesual dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
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BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mctro.

Ditetapkan di Metro
Pada tanggal : G Degeml 24" 2016

WALIKOTA METRO,

| A;u%mmw

Diundangkan di Metro

Pada tanggal G Degemle A1 2016
SEKRETARIS D KOTA METRO,
I
LEMBARAN D KOTA METRO TAHUN 2016 rmmun...f.’f ......

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA METRO, PROVINS] LAMPUNG; (&} /MTR/2016)



PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR <! TAHUN 2016

TENTANG

PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

I. UMUM

Semakin berkurangnya lahan pertanian pangan karena beralihnya fungsi
lahan pertanian pangan ke non pertanian merupakan ancaman terhadap
pencapaian ketahanan dan keamanan pangan di daerah dan nasional. Alik fungsi
lahan terscbul juga bermplikasi serius terhadap produksi pangan, lingkungan
fisik, serta kesejahteraan masvarakat pertaman  dan  perdesaan  yang
kehidupannya bergantung pada lahannya.

Terjadinya Alih fungsi lahan-lahan pertanian subur selama ini kurang
diimbangi oleh upaya-upaya lerpadu mengembangkan lahan pertanian melalui
pemanfaatan lahan marginal. Di sisi lain, alih fungsi lahan pertanian pangan
menyebabkan  berkurangnya penguasaan lahan schingga berdampak pada
menurunnmya pendapatan petani. Oleh karena itu, diperlukan pengendalian laju
alih fungsi lahan pertanian pangan melalui perlindungan lahan pertanian pangan
untuk mewujudkan kelahanan, kamandirian dan kedaulatan pangan, dalam
ranglka meningkatkan kescjahteraan peluni dan masyarakat pada umumnya,

Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentan g Perlindungan
Lahan DPertanian Pangan Berkelunjutan, Peraturan Daerah TProvinsi Lampung
Nomor 17 Tahun 2013 t¢ntang PLP2E bertujuan untuk melindungi kawasan dan
lahan pertanian pangan sccara berkelanjutan, menjarmin tersedianyva lahan
pertanian pangan secara berkelanjutan, mewujudkan kemandirian, ketahanan
dan kedaulatan pangan, melindungi kepemilikan lahan pertamian pangan milik
petani, meningkatkan kermakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat,
meningkatkan  perlindungan dan pemberdayaan petani, meningkatkan
penyediaan lapangan kerju bagi kchidupan yvang lavak, memperiahankan
keselimbangan ekologis, serta mewujudkan revitalisasi pertanian.

Keberaduan Undang Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang PLP2B vang
telah ditindaklanjuti dengan berbagai peraturan pelaksanaannya antara lain
Peraluran Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan Dan Alih Fungsi
Lahan Pertanian Pengan Berkelanjutan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2012 tentang Inscnlil Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan,
Peraturan Pemcerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan
Perlaman Pangan Berkelanjutan, serta Peraturan Pemerinlah Nomor 30 Tahun
2012 tentang Pembiayaan PLP2B telah mengamanatkan kepada DPemerintah
Daerah untuk membeniuk Peraturan Daerah dalam optimalisasi pclaksanasn
ketentuan terscbut.
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Keberadaan peraturan daerah tentang PLP2R ini diharapkan dapat menjadi
dasar hukum dalam upaya mempertahankan ketahanan dan kedaulatan pangan
khususnya di Kota Metro serta mencegah terjadinya alih fungsi lahan pertanian
ke non pertanian, lerutama pada lahan-lahan yang subur dengan sistem irigasi
yvang baik. Penctapan wilayah perianian di Kota Metro yang diatur dalam
Peraturan Daersh Kota Metro Nomor 1 Tahun 2012 ten tang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kota Metro Tahun 2011-2031.

Ii. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pa=zal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

FPasal 11
Cukup Jelas

Fasal 12
Cukup Jelas

Faszsal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas
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Pasal 16

Cukup Jelas
Pasal 17

Culkup Jclas
Pasal 18

Cukup .Jelas
Pasal 19

Cukup Jelas
Pasal 20

Cukup Jelas
Pasal 21

Culkup Jclas
Pasal 22

Cukup Jclas
Pasal 23

Yang dimaksud dengan “kriteria kesesuaian lahan” antara lain berdasarkan
pada ketersediaan infrasrtukiur dan kesuburan lahan.

Yang dimaksud dengan “siap tanam® adalah kondisi lahan vang dibuka dan
tclah  dilukukan pembukaan lahan, pembersihan lahan, pembangunan
pematang, pengolahan lahan dan telah lersedia jarignan reklamasi makro
dan mikre serta jalan usaha tani scbagal sarana pendukung utama usaha
farm,

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Culoup Jelas

Pasal 28
Cukup Jclas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

TPazal 32
Cukup .Jelas
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Pasal 33
Culkup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Culkup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup Jclas

Pasal 40
Cukup Jelas

Pasal 41
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA METRO NDMDR....%:{......



